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ABSTRAK  

M. Hendri Permata.E.1711333.Analisis Hukum Penanggulangan Tindak Pidana  

Kejahatan Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB ) di Papua Oleh Pasukan 

Pelopor Korps Brimob. Negara Indonesia yang nota benenya adalah negara hukum, 
maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat 
pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. 

Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di 
bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan kekerasan dan mengakibatkan 
ketakutan yang dilakukan oleh KKB di Papua dianggap dapat dikategorikan 

sebagai bentuk terorisme dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang berbunyi: Terorisme 
adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan 
korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tujuan dari 
penulisan penelitian ini adalah:Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

Tindak Pidana Kejahatan Teroris Kelompok (KKB) oleh Pasukan Pelopor Korps 
Brimob dan Untuk mengetahui Tahapan penanggulangan tindak pidana teroris 

berdasarkan UU No 2 Tahun 2002.Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah telah 
menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. 

Kelompok ini harus diperangi, karena sudah membunuh banyak korban di Papua, 
termasuk Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua.  Apresiasi pemerintah 
yang menetapkan KKB di Papua sebagai teroris dengan referensi UU Nomor 5 

Tahun 2018, juga  banyak senjata beredar di tangan KKB. Sampai saat ini 
pengawasannya masih terlihat sulit. "Kenapa KKB dan kekerasan di sana tidak 

pernah selesai. Kenapa peredaran senjata bisa hadir. Ini pertanyaan yang sangat 
sederhana. Banyak mana KKB teroris dan rakyat Papua dengan aparat penegak 
hukum.  pengawasannya sulit sekali. Lalu, sejauh mana keterlibatan TNI POLRI 

dengan KKB .  
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ABSTRACT  

M. Hendri Permata.E.1711333.Legal Analysis Countermeasures against 

Terrorist Crime by Armed Criminal Groups (KKB) in Papua by Pioneer Troops of 

the Mobile Brigade Corps. Indonesia, whose postscript is a rule of law state, then 

everything related to violations of the law or disobedience to existing legal rules 

will receive strict sanctions for the perpetrators. It is advisable for anyone who 

lives as a citizen who lives on this motherland to be able to create social order 

properly, namely upholding the applicable law. Acts of violence and causing fear 

committed by the KKB in Papua are considered to be categorized as a form of 

terrorism and have fulfilled the elements of a terrorist crime as referred to in 

Article 1 point 2 of Law 5/2018 which reads: Terrorism is an act that uses violence 

or threats of violence that causes widespread atmosphere of terror or fear, which 

can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction to strategic vital 

objects, the environment, public facilities, or international facilities with 

ideological, political, or security disturbance motives.The purpose of writing this 

research is: To find out and analyze the Crime of Group Terrorist Crime (KKB) by 

Pioneer Troops of the Brimob Corps and To find out the stages of tackling terrorist 

crimes based on Law No. 2 of 2002. The results of this study are that the 

Government has established Criminal Groups Armed Forces (KKB) in Papua as 

terrorists. This group must be fought, because it has killed many victims in Papua, 

including the Head of the Papuan Regional Intelligence Agency (Kabinda). The 

government's appreciation for designating the KKB in Papua as terrorists with 

reference to Law Number 5 of 2018, also many weapons circulating in the hands 

of the KKB. So far, monitoring is still difficult. "Why is the KKB and the violence 

there never ending. Why is the circulation of weapons present? This is a very simple 

question. How many KKB are terrorists and the Papuan people with law 

enforcement officials. Supervision is very difficult. Then, how far is the involvement 

of the Indonesian National Police and the KKB.  
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